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PROPINSGT NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE
NOMOR | TAHUN 2019
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PERURAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 3
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

Menimbang

Mengingat

.

e

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATIENDE,

bahwa retribusi pengendalian menara  telekomunikasi

merupakan jenis retribusi jasa umum yang jasanya

disediakan atau dibenkan oleh Pemenntah Dacrah untuk
tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oich orang pribadi atau badan dalam rangka
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,

Labiwa  untuk melaksanakan Pasal 79A Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan
schagaimana telah divbah dengan Undang Undang Nomor
24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2004  tentang  Administrasi
Kependudukan, yang mengamanatkan pengurusan dan
pvenerbitan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil
tidak dipungut biaya, maka Peraturan Daerah Kabupaten
Ende Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum,
perlu ditinjau kembali;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada hurut a dan hurul b, periu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Dacrah
Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2011 wentang Rewribusi
Jasa Umum.

Pasal 18 ayat (0] Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang Undang MNomor 69  Tahun 1958 tentang
Pembentukan  Daerah-dacrahTingkat 1l Dalam Wilayah
Daerah-daerah  Tingkat 1 Bali, Nusa Tenggara Rarat
danNusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Rebublik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor16355);

1
-
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2009 tentang Pajak Dacrah
Negara Republik Indonesia
Lembaran Negara

3. Undang-Undang Nmor 28 Tahun
dan Retribusi Dacrah (Lembaran
Tahun 2005 Nomor 130, Tambahan
Republik Indonesin Nomor 5049);

4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 201.4 (tjcntang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik In onesia
: Negaia

Tambahan Lembaraii
) sebagaimana telah diubah

dang Nomor ©

Tahun 2014 Noniwor 244,
Republik Indonesia Nomor 5587
beberapa kali terakhir dengan Undang Un
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
tentang Pemerintahan Daerah

n 2015 Nomor
donesia Nomor

Nomor 23 Tahun 2014
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahu
58, Tambahan Lembaran Negara Republik In

5679);
erah Kabupaten Ende Nomor 3 Tahun 2011

5. Peraturan Da
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Ende Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Ende Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ENDE
dan

BUPATI ENDE

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN  ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 3
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.
Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ende Nomor 3

Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Ende Tahun 2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Ende

Nomor 3) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 dan 7 dihapusdan diantara angka 7 dan
8 ditambah 1 angka yakni angka 7A sehingga Pasal 1 berbunyi

sebagai berikut:

S T,
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Pasal 1

- Dalam Peraturan Daerah yang dimaksud dengan :

L,
2.
3.
4

S.

6.
7.

Daerah adalah Kabupaten Ende.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ende.

Bupati adalah Bupati Ende.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya di singkat DPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ende.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ende.
Dihapus.

Dihapus.

7A.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan

10.

11.

12.

13.

14,

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu di
bidang Retribusi Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan yang
berlaku.

Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian jjin tertentu
yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah berupa usaha dan pelayanan yang
menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan
umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut
peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk
melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau
pemotongan retribusi tertentu.

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan
perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD
adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke s Daerah melalui tempat pembayaran yang
ditunjuk oleh Bupati
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; disingkat

15. Surat Ketetapan Retribusi Daerah adalah yang sclanjutnya b ; a
. A esarn

SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan o

jumlah pokok Retribusi yang terutang. '
16. Surat Ketetapan Retribusi Dacrah Lebih Bayar yang Sela.n_]utnya
disingkat SKRDLB adalah Surat Ketetapan Retribusi  yang

menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah
kredit retribusi lebih besar dari retribusi terutang atau scharusnya
tidak terutang.

17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya
disingkat SKRDKB adalah Surat Ketetapan Retribusi yang terutang,
jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok
retribusi, besarnya sanksi administrasi yang masih harus dibayar.

18. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi
administrasi berupa bunga dan/atau denda.

19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif
dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk
kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan retribusi daerah
dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi
daerah.

20. Penyidik tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.

Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf ¢ dihapus dan ditambeh 1 huruf yakni

huruf h sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(1) Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri atas:
a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
b, Retribusi pelayvanan persampahan /kebersihan;
c. Dihapus;
d. Retribusi pelayanan parkir di tepi jaian umum;
€. Retribusi pelayanan pasar;

f. Retribusi pengujian kendaraan bermotor;

A
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g Retribusi pelayanan tera/tera ulang; dan
h. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasl. bagai Jasa
. as
(2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagal

Umum.

3. Ketentuan Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20:en. Fasa 2L

dihapus.

4. Ketentan dalam Bab Il ditambah 1 (satu) bagian yakni Bagian Kesembilan
dan diantara Pasal 46 dan 47 disisipkan 5 (lima) Pasal baru yaitu
Pasal 46A, Pasal 46B, Pasal 46C, Pasal 46D dan Pasal 46E sehingga
berbunyi sebagai berikut :

Bagian Kesembilan
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Paragraf 1
Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 46A
Dengan nama Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, dipungut
Retribusi atas pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan

memperhatikan tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

Pasal 46B
Obyek Retribusi adalah pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi
adalah pemanfaatan ruang untuk manara Telekomunikasi dengan
memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentungan umum.

Pasal 46C

Subyek Retribusi adalah Orang pribadi atau Badan yang memanfaatkan ruang

untuk manara telekomunikasi,

Paragraf 2
Cara mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 46D

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, jarak tempuh dan

frekuensi pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi
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paragral 3 :
Prinaip dan Sasaran dnlam penetapan rarif

Paanl A6E
engan

tribusi ditetapkan o

penetapan tarif e
uan masyarakat, aspek

an juan, kemamp
layanan tersebul.

liputi biaya operasiona

{1} Prinsip dan sasarmn datam

memperhatikan biaya penyedia
teaditan dan efekiifitas pengendalinn nlns pe
nakaid pada ayat (1) me
o dan biaya modal.
ksud pada ayat (2) terc

{21 Miava sebagmimana ki

dan pemchiharaan, biaya bung )
{iri atas

{3 Bava operasional sehagaimana dima
knmponen sebagai berikut :
a. biaya perjalanan dinas; dan

k. hiaya alat tulis kantor.
dimaksud pada ayat (2)

al sebagaimana
r Harga dan

{4) Besarmya biaya operasion
tentang Standa

disesuaikan dengan Peraturan Bupati

S1andar Biava.
Paragrafl 4

Struktur Besaran Tarifl Retribusi

Pasal 46F

arif retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Struktur dan besarnya
dari Peraturan Dacrah ini.

dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

Pasal 11

rlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Daerah ini mulai be
pengundangan Peraturan

Agar sctinp orang mengetahuinya, memerintahkan

Dacrah ini dengan penempatanya dalam Lembaran Dacrah Kabupaten Ende.

Ditetapkan di Ende
pada tanggal 15 Juli 2019

DJAFAR H. ACHMAD

Diundangkan di Ende
pada tanggal 16 Juli 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ENDE‘.,(‘/

INUS G.NGASU

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE TAHUN 2019 NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE PROVINSI
NUSA TENGGARA TIMUR 01/2019

T T T R {BiE TR IETRII  R S e i e 4
van u__#
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE
NOMOR 1 TAHUN 2019

TENTANG

2

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 3
TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

L. UMUM
Bahwa dalam konteks penyelenggaraan otonomi daerah,
Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengurus rumah
tangganya sendiri. Dalam perspektif ini berarti Pemerintah Daerah
berusaha semaksimal mungkin untuk menyelenggarakan Pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan secara optimal sehingga
esensi dan hakekat otonomi daerah dapat diwujudkan. Agar
penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan baik, maka
sumber pendapatan daerah harus dikelola secara optimal untuk
mendukung pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan
dan pelayanan kemasyarakatan dimaksud. Untuk itu salah satu potensi
Pendapatan asli daerah yang perlu dikelola secara maksimal adalah
Retribusi pengendalian menara telekomunikasi yang merupakan salah
satu obyek retribusi yang digolongkan dalam retribusi Jasa Umum.
Bahwa Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah KabupatenEnde Nomor 3 Tahun
2011 dalam salah satu obyek retribusinya adalah Retribusi
Pengendalian dan Pengawasan Menara Telekomunikasi dan Retribusi
Pergantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akte Catatan Sipil
dalam perkembangan pelaksanaannya dipandang sudah tidak s;asuai
dengan Ketentuan Pasal 79A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang
Administrasi Kependudukan, Pengurusan dan Penerbitan Dokumen
Kependudukan tidak dipungut biayasehingga perlu diubah.
Berdasarkan hal tersebut diatas,maka
menetapkan perubahan Peraturan Daerah

Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

dipandang perlu
abupaten Ende Nomor 3
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11. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas
Pasal 1I

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ENDE NOMOR 1
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